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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

MOTTO : 

 
 

“Tiada kekayaan melebihi akal, tiada kemiskinan melebihi kebodohan, tiada 

warisan melebihi adab, dan tiada bantuan terbaik melebihi musyawarah” 

(Ali bin Abi Thalib RA) 

 
“Memangnya kenapa kalau hidup ini tak sempurna? Toh ini bukan surga” 

(Nouman Ali Khan) 

 
 

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 

(Albert Einstein) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pajak menurut UU RI No.28 Tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu sumber Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk pembangunan 

dan perekonomian negara. Pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, 

dimana pajak daerah merupakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Pemungutan pajak daerah ditugaskan pada beberapa badan usaha salah 

satunya yaitu Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang untuk daerah 

Palembang. 

“Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang adalah institusi 

pemerintah yang menerima dan mengelola pajak demi peningkatan pendapatan 

daerah Kota Palembang” (BPPD Kota Palembang, 2020). Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) penulis dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota 

Palembang, (Handayani & Veronica, 2021; Sriyeni et al., 22 C.E.; Sriyeni & 

Veronica, 2019, 2020; Triwahyuni & Veronica, 2013). Penulis dalam pelaksanaan 

PKL di BPPD Kota Palembang ditempatkan di Bagian Pengelolaan Piutang Pajak 

Daerah Sub Bidang Penagihan Piutang, yang salah satu pelaksanaan kegiataannya 

terkait dengan kegiatan penagihan piutang pajak hotel, (Effendy & Handayani, 

2016; Mahmud; Aprizal, 2023). 

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh 
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hotel. Piutang pajak hotel berdasarkan dari pengertian pajak hotel diatas, 
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adalah pendapatan yang belum diterima karena adanya tunggakan pajak atau pajak 

belum lunas yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, (Akbar & 

Pratama, 2022; Barokah & Pratama, 2023; Pratama, 2015; Pratama & Mahmud, 

2016; Suswitasari & Pratama, 2022). “Penagihan adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak” 

(Kementerian Keuangan DJP, 2022). Pelaksanaan penagihan dilakukan 

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), (Hendra Hadiwijaya et al., 2022; 

Junoko et al., 2020; Lestari Pratiwi et al., 2023; Patriansah et al., 2021; Prasetya et 

al., 2023; Septiandi et al., 2021). 

Adapun kendala yang sering terjadi pada penagihan piutang pajak hotel yaitu 

prosedur terkait dengan penagihan piutang pajak hotel yang kurang jelas serta 

kurangnya wawasan atau pengetahuan dari wajib pajak hotel terkait dengan 

penagihan piutang pajak hotel yang menyertakan sanksi administratif, (Metode et 

al., n.d.). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

membuat laporan PKL mengenai prosedur penagihan piutang pajak daerah 

khususnya pada piutang pajak hotel. Laporan PK, (Jutawan & Effendi, 2023; Yulianti 

& Effendi, 2023) yang disusun penulis berjudul “Laporan Kegiatan Prosedur 

Penagihan Piutang Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 

Palembang”. 

 
 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Bagaimana prosedur dalam penagihan piutang pajak hotel yang dikelola oleh 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ? 
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1.3. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 

Adapun tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan piutang pajak hotel di Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, (Ariwibowo & Hidayat, 2023; 

Hidayat et al., n.d., 2023; Hidayat & Herdiansyah, 2020; Hidayat & Perdana, 2020; 

Setiawan et al., 2023). 

2. Menerapkan teori dan keterampilan yang telah diperoleh dari perkuliahan 

pada dunia kerja, (Andita et al., 2021, 2023; Indra et al., 2023; Setiawan et 

al., 2019). 

3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem kerja di instansi 

pemerintah atau swasta, (Andita et al., 2023; Ariwibowo & Hidayat, 2023; Fajar 

Ariwibowo & Mawarindani Indra, 2023; Indra et al., 2023). 

 
 

1.4. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

 

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

 

a. Menambah pengetahuan maupun wawasan baru tentang sistem informasi 

akuntansi piutang pajak hotel yang dikelola oleh BPPD Kota Palembang, 

(Ade, 2023; Fainnaka & Ajismanto, 2023; Fakhrurrozi et al., 2023; Gultom, 

2023; Gultom & Effendi, 2023; Ricant, 2023). 

b. Melatih mahasiswa untuk menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab 

sebelum memasuki dunia kerja professional, (Ade, 2023; Nabela, 2023). 

c. Menambah ilmu maupun keterampilan, terlebih ilmu yang tidak 

didapatkan di perguruan tingg, (Syahrul KMS M, 2023),(Jinga, 2023; 

Kurniawan & Aprizal, 2021; Pangestu, 2022). 
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2. Bagi Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech 

 

a. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta referensi bagi 

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan 

sistem informasi akuntansi piutang pajak hotel,(Afifah et al., 2023; Afifah & 

Novianti, 2023; Khodijah & Pertiwi, 2023; Kurnia & Hadiwijaya, 2023) . 

b. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi yang 

dijadikan tempat PKL, (Dwi & Octafian, 2023). 

c. Sebagai sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar dapat menjadi 

pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja, (Lestari, 2023). 

 
 

3. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 

 

a. Membantu dan meringankan pekerjaan yang ada di Instansi khususnya 

Bidang Piutang BPPD Kota Palembang, (Ayu & Hartati, 2021; Marlindo, 

2023; Marlindo & Triwahyuni, 2023). 

b. Terjalinnya kerjasama dengan Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech 

Palembang. 

c. Laporan yang disusun dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

pertimbangan bagi perusahaan khususnya mengenai sistem informasi 

akuntansi piutang pajak hotel, (Marsolino, 2022; Marsolino & Widyanto, 2022). 

 
 

1.5. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 

Penelitian dilaksanakan di BPPD Kota Palembang, sebuah institusi 

pemerintah yang menerima dan mengelola pajak demi peningkatan pendapatan 

Kota Palembang. Penulis ditempatkan pada bagian piutang yang pada saat itu 

bagian piutang membutuhkan mahasiswa PKL untuk membantu pekerjaan yang 
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ada disana dan juga sesuai dengan jurusan perkuliahan dari penulis. Berikut 

merupakan informasi mengenai instansi tempat pelaksanaan PKL : 

Nama Perusahaan : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota 

 

Palembang. 

Alamat : Jalan Merdeka No.21 Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan 

 

Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan. 

Telepon : (0711) 352282 

Fax : (0711) 317393 

Email : kepala@dispenda.go.id 

Website : www.bppd.palembang.go.id 

 

 
 

1.6. Waktu Praktik Kerja Lapangan 

 

PKL dilakukan selama 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal 05 September 

2022 sampai dengan 06 Oktober 2022. Waktu PKL harian disesuaikan dengan jam 

kerja yang ada pada BPPD Kota Palembang, yaitu Senin sampai dengan Kamis 

dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hari Jum’at dimulai pada 

pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB. 

Adapun tahapan penulis dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

 

Pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mencari perusahaan yang dapat 

dijadikan tempat untuk pelaksanaan PKL. Penulis terlebih dahulu membuat 

proposal dan mengurus surat permohonan untuk melaksanakan PKL di Biro 

mailto:kepala@dispenda.go.id
http://www.bppd.palembang.go.id/
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Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) Institut Teknologi dan Bisnis 

PalComTech yang akan ditujukan kepada Pimpinan BPPD Kota Palembang yang 

berlokasi di Jalan Merdeka No.21 Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota 

Palembang, Sumatera Selatan. 

Penulis memberikan surat pemohonan PKL ke BPPD Kota Palembang dan 

menunggu balasan surat dari pihak perusahaan berupa konfirmasi penerimaan 

mahasiswa untuk magang di perusahaan tersebut. BPPD Kota Palembang 

memberikan surat balasan konfimasi diterima untuk melakukan PKL, penulis 

melaksanakan PKL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 
 

2. Tahap Pelaksanaan 

 

PKL dilaksanakan pada semester 5 (lima) masa perkuliahan tahun ajaran 

2022/2023 yang berlangsung selama 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal 05 

September 2022 sampai dengan 06 Oktober 2022. Ketentuan waktu harian PKL 

disesuaikan dengan jam kerja yang ada pada BPPD Kota Palembang, yaitu : 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktik Lapangan Selama Sebulan 

 

Hari Jam Kerja Keterangan 

 

Senin s.d Kamis 

08:00 – 12:00 WIB Kegiatan PKL 

12:00 – 13:00 WIB Istirahat 

13:00 – 16:00 WIB Kegiatan PKL 

 

Jum’at 

08:00 – 12:00 WIB Kegiatan PKL 

12:00 – 13:00 WIB Istirahat 

13:00 – 16:30 WIB Kegiatan PKL 
Sumber : Data diolah, 2022 
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3. Tahap Pelaporan 

 

Penulis memiliki kewajiban kepada Institut Teknologi dan Bisnis 

PalComTech untuk memberikan laporan mengenai kegiatan yang dilaksanakan di 

tempat PKL. Penulis mempersiapkan Laporan PKL ini dimulai dari bulan 

September 2022 sampai bulan Januari 2023. 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan PKL ini adalah 

mempelajari lingkungan kerja, mencatat pengetahuan baru yang didapatkan selama 

kegiatan, serta mencatat semua hasil kegiatan disertai dengan adanya data untuk 

menghasilkan laporan. 

 
 

1.7. Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode yang penulis gunakan selama pelaksanaan dan pelaporan kegiatan 

PKL yaitu: 

1. Metode Observasi 

 

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. 

Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, 

penciuman, pendengaran, perabaan, atau jika perlu dengan pengecapan. Instrumen 

yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, 

kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara (Alhamid & Anufia, 2019). 

Penulis ditempatkan di Bagian Piutang Pajak Daerah, proses yang dilakukan 

oleh penulis dengan metode ini adalah mengamati prosedur yang dilakukan dalam 

penagihan piutang pajak hotel, seperti: 
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a. Observasi layanan pegawai terhadap Wajib Pajak Hotel, dimulai dari 

melayani WP dalam panggilan menghadap dan mengajukan pembayaran 

pajak secara cicilan. 

b. Mengamati secara langsung dokumen terkait seperti Surat Pemberitahuan, 

Surat Tugas, Surat Panggilan Menghadap, dan Berita Acara Hasil 

Kunjungan. 

 
 

2. Metode Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat 

berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam 

pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Agung & Yuesti, 2019). 

Dokumentasi dalam metode ini, didapatkan dari Pegawai di Bidang Piutang 

Pajak Daerah BPPD Kota Palembang yaitu Ibu Dian Yusnita, S.E., M.Si. dan Ibu 

Bunga Pertiwi M. Putri, S.Kom. yang berkaitan dengan prosedur penagihan piutang 

pajak hotel, seperti: 

a. Surat Pernyataan Pembayaran Piutang 

 

b. Surat Pemberitahuan I, II, dan Panggilan Menghadap 

 

c. Surat Tugas Petugas 

 

d. Berita Acara Hasil Kunjungan 

 

e. Dokumen prosedur penagihan piutang pajak hotel 
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3. Metode Wawancara 

 

Menurut Bastian et al., (2018) wawancara adalah metode yang digunakan 

untuk mencari data primer dengan menggali lebih dalam mengenai sikap, perilaku, 

keyakinan, dan pengalaman dari responden. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 

11 Oktober 2022 dan 05 Desember 2022 dengan Pegawai Sub Bidang Piutang 

BPPD Kota Palembang yaitu Ibu Fransisca Warastuty, S.E., M.Si. dan Ibu Bunga 

Pertiwi M. Putri, S.Kom. yang bertanggung jawab dalam piutang pajak hotel. 

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan yaitu mendapatkan beberapa 

referensi terkait prosedur penagihan piutang pajak hotel, seperti : 

a. Undang-Undang piutang pajak hotel dan sanksi terkait. 

 

b. Prosedur penagihan piutang pajak hotel. 

 

c. Dokumen yang terkait dalam penagihan piutang pajak hotel. 

 

d. Kendala yang terjadi dalam penagihan piutang pajak hotel dan cara 

mengatasinya. 



 

 

 

 

BAB II 

 

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

2.1. Sejarah Berdirinya BPPD Kota Palembang 

 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang adalah institusi 

pemerintah yang menerima dan mengelola pajak demi peningkatan pendapatan 

daerah kota Palembang. Badan Pengelolaan Pajak Daerah biasa disebut dengan 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). 

Berdasarkan pada Perda Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 

 

11 November 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dispenda yang 

bertempat di Kota Palembang, selanjutnya dibentuklah Dispenda Kota Palembang 

berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980, yang kemudian disempurnakan kembali 

dengan Perda Nomor 67 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa 

perubahan seperti pertambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan 

penyelesaian struktur organisasi Dispenda Kota Palembang. 

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007, struktur organisasi 

Dispenda Kota Palembang mengalami perubahan sesuai dengan peraturan daerah 

No. 9 tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja Dispenda Kota Palembang. Pada 

tahun 2016 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Dispenda 

mengalami perubahan nomenklatur menjadi BPPD yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 

2016. 

10 
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Kantor BPPD Kota Palembang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 21 

Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Provinsi Sumatera 

Selatan. Wilayah kerja BPPD Kota Palembang meliputi 18 Kecamatan dan 107 

Kelurahan. 

 
 

2.2. Visi dan Misi BPPD Kota Palembang 

Visi 

Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang profesional untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera. 

 
 

Misi 

 

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan 

daerah. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah seusai 

dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahn yang baik (Good 

Governance). 

3. Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis di bidang 

pendapatan daerah. 

 
 

2.3. Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang 

 

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan 

kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan 

secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Semua 
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organisasi apapun, mempunyai semacam struktur karena secara umum suatu 

struktur dirancang dengan maksud untuk memastikan bahwa organisasi dirancang 

dengan cara yang paling baik untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan- 

tujuannya (Wahjono, 2022). 

Berikut struktur organisasi BPPD Kota Palembang: 
 

Sumber : BPPD Kota Palembang 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang 

 

 

2.4. Uraian dan Tugas BPPD Kota Palembang 

 

1. Kepala Badan 

 

Kepala badan mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan 

dibidang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan 

oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan petunjuk pelaksanaannya. 
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2. Sekretariat 

 

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan 

pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, 

kehumasan dan kepegawaian. 

Sekretariat mempunyai 3 sub bagian sebagai berikut: 

 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan 

kepegawaian. 

2) Mengelola administrasi umum dan surat menyurat, kearsipan dan 

kepustakaan. 

3) Mengelola administrasi barang, perlengkapan, dan kendaraan dinas. 

 

4) Mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan. 

 

5) Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas. 

 

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan. 

 

2) Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak 

langsung. 

3) Menyusun dan menganalisa laporan keuangan. 

 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian perencanan dan 

pelaporan. 

2) Menyusun rencana anggaran kerja dinas. 



14 
 

 

 

 

 

 

 

3) Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan 

anggaran. 

4) Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar 

bidang. 

5) Menyusun dokumen perencanaan dinas, mengukur capaian kinerja 

program dan kegiatan bidang, dan menyusun dokumen pelaporan 

dinas. 

3. Bidang Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas badan meliputi bidang pajak daerah lainnya. 

1. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, mempunyai 

tugas: 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pajak hotel, air 

bawah tanah, dan reklame. 

2) Melakukan pendataan dan pendaftaran, penatausahaan administrasi, 

penilaian dan validasi dan evaluasi terhadap subjek dan objek pajak 

hotel, air bawah tanah, dan reklame. 

3) Melakukan sampling, pemutakhiran data dan pemeliharaan database 

wajib pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame. 

2. Sub Bidang Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak 

Penerangan Jalan, mempunyai tugas: 

1) Menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang pajak restoran, 

sarang burung walet, dan penerangan jalan. 
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2) Melakukan pendataan dan pendaftaran, penatausahaan administrasi, 

penilaian dan validasi, dan evaluasi terhadap subjek dan objek pajak 

restoran, sarang burung walet, dan penerangan jalan. 

3) Melakukan sampling, pemutakhiran data dan pemeliharaan database 

wajib pajak restoran, sarang burung walet, dan penerangan jalan. 

3. Sub Bidang Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan, mempunyai tugas: 

1) Menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang pajak hiburan, 

parkir, dan mineral bukan logam dan batuan. 

2) Melakukan pendataan dan pendaftaran, penatausahaan administrasi, 

penilaian dan validasi, dan evaluasi terhadap subjek dan objek pajak 

hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan  batuan. 

3) Melakukan sampling pemutakhiran data dan pemeliharaan database 

wajib pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan. 

4. Bidang PBB dan BPHTB, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas badan meliputi penatausahaan penerimaan PBB dan BPHTB. 

1. Sub Bidang PBB, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang PBB. 

 

2) Melaksanakan penatausahaan penerimaan PBB. 

 

3) Mengkoordinasi urusan pendataan dan perekaman objek PBB. 

 

4) Melaksanakan fungsi penilaian dan entensifikasi PBB. 

 

5) Melakukan verifikasi lapangan objek pajak PBB. 
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6) Melaksanakan proses penginputan data objek dan subjek penentuan 

besarnya PBB. 

7) Melaksanakan pemutakhiran PBB. 

 

2. Sub Bidang BPHTB, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang BPHTB. 

 

2) Melakukan administrasi penatausahaan BPHTB. 

 

3) Mengkoordinir verifikasi administrasi dan lapangan objek BPHTB. 

 

4) Melakukan proses terhadap berkas permohonan pengurangan dan 

penghapusan BPHTB. 

3. Sub Bidang Pengurangan PBB, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pengurangan 

PBB. 

2) Melaksanakan penatausahaan pengurangan PBB. 

 

3) Melakukan penyelesaian proses pengurangan PBB. 

 

5. Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi penagihan, keberatan, 

administrasi penghapusan, dan pelaporan piutang pajak daerah. 

1. Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang penagihan 

piutang pajak daerah. 

2) Merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan 

piutang pajak daerah. 

3) Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah. 
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4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak 

daerah. 

5) Membuat dan menyampaikan surat teguran, laporan hasil penagihan 

piutang pajak daerah. 

2. Sub Bidang Keberatan Piutang Pajak Daerah, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang keberatan 

piutang pajak daerah. 

2) Melakukan proses administrasi terhadap keberatan piutang pajak 

daerah sebagai bahan keputusan walikota. 

3) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan sub bidang 

keberatan piutang pajak daerah. 

3. Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pembukuan 

piutang pajak daerah. 

2) Melakukan pengecekan piutang wajib pajak yang mnegajukan tutup 

usaha. 

3) Menyelenggarakan pembukuan dan membuat pelaporan piutang 

pajak daerah. 

4) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan sub bidang 

pembukuan piutang pajak daerah. 

6. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah, mempunyai tugas 

pokok   melaksanakan   sebagian   tugas   Badan   meliputi   pengkajian dan 



18 
 

 

 

 

 

 

 

pengembangan potensi pajak daerah, perumusan peraturan daerah, 

penyuluhan dan evaluasi pajak daerah. 

1. Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana dan program sub bidang pengkajian potensi pajak 

daerah. 

2) Melakukan analisa data-data bahan kajian potensi pajak daerah serta 

perumusan kebijakan dan payung hukum terkait pengelolaan pajak 

daerah. 

3) Menyusun draft rancangan Perda dan Perwali di bidang pajak daerah. 

4) Melakukan sosisaliasi pelaksanaan Perda dan Perwali terkait 

pengelolaan pajak daerah. 

2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana dan program sub bidang pengembangan potensi 

pajak daerah. 

2) Mengumpulkan data dan informasi pengembangan potensi pajak 

daerah. 

3) Melakukan identifikasi potensi jenis objek-objek baru pajak daerah. 

 

4) Melakukan pengembangan potensi sumber-sumber penerimaan 

pajak daerah. 

3. Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah, mempunyai tugas: 

 

1) Menyusun rencana dan program sub bidang evaluasi pajak daerah. 



19 
 

 

 

 

 

 

 

2) Melakukan monitoring terhadap pelaksanakan penerimaan pajak 

daerah. 

3) Melakukan evaluasi terhadap piutang pajak daerah. 

 

 
 

2.5. Lambang BPPD Kota Palembang 

 

Berikut ini adalah lambang yang digunakan oleh BPPD Kota Palembang. 
 

Sumber : BPPD Kota Palembang 

 

Gambar 2.2 Lambang BPPD Kota Palembang 



 

 

 

 

BAB III 

 

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN 

 

 

3.1. Pelaksanaan Kerja 

 

Kegiatan PKL dilaksanakan di BPPD Kota Palembang dengan penempatan 

di Bagian Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah. Beberapa pekerjaan yang 

dilakukan oleh mahasiswa saat PKL yaitu melayani wajib pajak melakukan 

pengajuan pembayaran piutang, menyusun arsip dan berkas pengajuan wajib pajak, 

mencatat pembukuan surat masuk dan surat keluar. Disini Penulis mencoba 

mendeskripsikan apa yang telah penulis lakukan selama satu bulan pelaksanaan 

PKL. 

Penulis melaksanakan kegiatan PKL pada BPPD Kota Palembang selama 

kurang lebih satu bulan mulai dari 05 September 2022 sampai dengan 06 Oktober 

2022. Waktu Praktik Kerja harian dilaksanakan sesuai dengan jam kerja yang ada 

pada BPPD Kota Palembang, yaitu Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 08:00 

WIB hingga pukul 16:00 WIB, Jum’at mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.30 

WIB. 

Selama Penulis melaksanakan PKL, maka bentuk-bentuk pekerjaan yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan merupakan kebijakan dari prosedur pada 

BPPD Kota Palembang. Pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan piutang pajak 

daerah salah satunya piutang pajak hotel. 
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Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL di BPPD Kota Palembang 

 
Tanggal Jam Kerja Kegiatan 

 

 
05 Sep – 09 Sep 

(Minggu 

Pertama) 

 
08.00 – 16.00 

(Senin s.d Kamis) 

 

08.00 – 16.30 

(Jum’at) 

- Pembekalan PKL oleh Pembimbing 
Lapangan BPPD Kota Palembang. 

- Menyusun Surat Keputusan (SK) 

pengurangan dan penghapusan 
piutang PBB. 

- Menggandakan bukti bayar WP. 

- Mencatat pembukuan ekspedisi 
pengajuan TU. 

 

 
 

12 Sep – 16 Sep 

(Minggu 

Kedua) 

 
 

08.00 – 16.00 

(Senin s.d Kamis) 

 

08.00 – 16.30 

(Jum’at) 

- Melayani Wajib Pajak. 

- Mencetak portlet PBB WP. 

- Mencatat pembukuan berkas 

pengurangan  dan penghapusan 
Piutang PBB. 

- Menyusun SK pengurangan dan 
penghapusan piutang PBB. 

- Mengisi berita acara panggilan 
menghadap WP Hotel. 

 
19 Sep – 23 Sep 

(Minggu 

Ketiga) 

08.00 – 16.00 

(Senin s.d Kamis) 

 

08.00 – 16.30 

(Jum’at) 

- Melayani Wajib Pajak. 

- Pembukuan surat masuk dan surat 
keluar. 

- Mengarsipkan berkas   berita   acara 
panggilan menghadap WP Hotel. 

- Mengisi lembar disposisi pegawai. 

 

 
 

26 Sep – 30 Sep 

(Minggu 

Keempat) 

 
 

08.00 – 16.00 

(Senin s.d Kamis) 

 

08.00 – 16.30 

(Jum’at) 

- Pembukuan telaah staf. 

- Mengisi lembar disposisi pegawai. 

- Mengisi Berita Acara Panggilan 
Menghadap WP Hotel dan Restoran. 

- Pemberitahuan tekait prosedur 
penagihan Pajak Hotel 

- Menyusun SK Pengurangan PBB. 

- Merekap berkas pengurangan dan 
penghapusan PBB di komputer. 

 

 
 

03 Okt – 06 Okt 

(Minggu 

Kelima) 

 
 

08.00 – 16.00 

(Senin s.d Kamis) 

 

08.00 – 16.30 

(Jum’at) 

- Melayani Wajib Pajak. 

- Mencetak portlet PBB WP. 

- Pembukuan berkas pengurangan, 

penghapusan,  dan  pembatalan 
pengajuan piutang PBB. 

- Mengumpulkan dokumen terkait 

Piutang Pajak  Hotel  untuk 
kepentingan Laporan PKL. 

- Perpisahan dan pelepasan masa PKL. 
Sumber : Data diolah, 2022. 
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3.1.1. Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

 

Kegiatan PKL yang penulis lakukan selama kurang lebih satu bulan, 

penulis mendapatkan banyak tugas yang diperintahkan oleh Pegawai Bidang 

Pengelolaan Piutang Pajak Daerah seperti, melayani wajib pajak dalam 

melakukan pengajuan pembayaran piutang pajak, menyusun arsip dan berkas 

pengajuan piutang wajib pajak, mencatat pembukuan surat masuk dan surat 

keluar, merekap data ke Excel, dan lain-lain. Oleh sebab itu, penulis 

akhirnya mulai mengerti dengan pekerjaan di BPPD Kota Palembang. 

 
 

3.1.2. Pengertian Prosedur 

 

Menurut Mulyadi dikutip dalam Wahyuni (2019) “Prosedur adalah 

suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam 

satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”. 

Menurut Baridwan dikutip dalam Wahyuni (2019) ”Prosedur 

merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerikal), biasanya 

melibatkan beberapa orang dari suatu bagian atau lebih, disusun untuk 

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi 

perusahaan yang sedang terjadi”. “Prosedur adalah urutan rencana operasi 

untuk menangani suatu kegiatan yang berulang agar mencapai hasil tertentu” 

(Veraniansyah & Sukma, 2019). 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur 

adalah suatu urutan kegiatan berulang yang melibatkan beberapa orang yang 

disusun secara terstruktur untuk mempermudah dalam mencapai hasil 

tertentu. 

 
3.1.3. Pengertian Penagihan 

 

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (2022), 

 

.“Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung 

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Penagihan pajak 

adalah proses atau kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan 

negara untuk menerima hak negara (Lestari et al., 2021). 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penagihan 

adalah serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan agar penanggung 

dapat melakukan kewajibannya melunasi utang yang menjadi hak penerima. 

 
3.1.4. Piutang Pajak Hotel 

 

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah mengungkapkan bahwa, pajak hotel adalah pajak yang 

dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek Pajak Hotel 

adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk 

jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek 

Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran 

kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 
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“Piutang merupakan sejumlah tagihan yang akan diterima oleh 

perusahaan dalam bentuk kas dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan 

barang maupun jasa” (Demak et al., 2018). Berdasarkan pengertian dari pajak 

hotel dan piutang tersebut, dapat disimpulkan bahwa piutang pajak hotel 

adalah pendapatan yang belum diterima karena adanya tunggakan pajak atau 

pajak belum lunas yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 

Tentang Pajak Hotel menyatakan bahwa, dasar pengenaan piutang pajak hotel 

adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel, 

dengan tarif pajak sebesar 10%. Besaran pokok piutang pajak hotel dihitung 

dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dan dikenakan sanksi 

administrasi sebesar 2%. 

 
3.1.5. Sistem Penagihan Piutang Pajak Hotel 

 

Sistem penagihan piutang pajak hotel dalam BPPD Kota Palembang 

menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah 

(SIMPATDA) dalam menghitung dan merekap data pajak hotel yang 

kemudian akan dicetak data pajak yang kurang bayar atau masih belum lunas. 

SIMPATDA yaitu sistem informasi yang mengelola data yang berkaitan 

dengan pajak dan retribusi daerah. Sistem ini akan mengorganisasikan data 

wajib pajak/retribusi, perhitungan perpajakan, serta pelaporan hasil-hasil 

pungutan pajak/retribusi. 
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3.1.6. Bagian yang Terkait dalam Prosedur Penagihan Piutang Pajak 

Hotel 

1. Kepala Badan 

 

Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016, kepala badan 

adalah pemimpin dari suatu badan usaha yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu 

Walikota dalam melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan 

Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. 

 
 

2. Kepala Bidang 

 

Kepala Bidang adalah pemimpin dalam suatu bidang tertentu yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

meliputi penagihan, keberatan, administrasi penghapusan, dan pelaporan 

piutang pajak daerah. 

 
 

3. Bidang Penagihan 

 

Bidang Penagihan adalah bagian dari suatu bidang tertentu yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
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Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah mempuyai tugas pokok membantu 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup penagihan. 

Tugas Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah meliputi menyusun 

rencana program dan kegiatan sub bidang penagihan piutang pajak daerah, 

merumuskan kebijakan sistem dan prosedur penagihan piutang pajak daerah, 

melaksanakan penagihan piutang pajak daerah, membuat dan menyampaikan 

surat teguran serta laporan hasil penagihan piutang pajak daerah. 

 
 

4. Bank Persepsi 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022, bank persepsi 

adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara 

(BUN) Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara. Bank Persepsi 

atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menerima pembayaran piutang pajak 

daerah termasuk pajak hotel pada BPPD Kota Palembang yaitu di Bank 

Sumsel yang telah disediakan pada kantor BPPD Kota Palembang. 

 
 

5. Wajib Pajak Hotel 

 

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa, wajib pajak hotel adalah orang pribadi 

atau badan yang mengusahakan hotel dan setiap wajib pajak diwajibkan 

untuk membayar pajak yang terutang berdasarkan surat 
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ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

 
3.1.7. Prosedur dan Flowchart Piutang Pajak Hotel 

 

Prosedur dalam piutang pajak hotel terbagi menjadi 3 bagian yaitu 

prosedur dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak hotel terhutang kepada 

wajib pajak, prosedur dalam penagihan piutang pajak hotel kepada wajib 

pajak, dan prosedur dalam pembayaran piutang pajak hotel oleh wajib pajak. 

 
A. Prosedur Pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Hotel Terhutang 

Kepada Wajib Pajak 

1. Bagian Penagihan melakukan rekapitulasi data piutang WP hotel berupa 

pajak kurang bayar dan pajak yang masih menunggak, yang kemudian 

diberikan kepada Kepala Bidang Piutang Pajak Daerah dan Kepala 

Badan untuk diverifikasi. 

2. Kepala Badan mengeluarkan perintah penerbitan SP kepada Bagian 

Penagihan 

3. Bagian Penagihan membuat SP yang kemudian diberikan kepada Kepala 

Bidang Piutang dan Kepala Badan untuk diperiksa dan diparaf bila 

disetujui. 

4. Kepala Bidang Piutang memeriksa SP, jika disetujui akan diparaf dan 

dilanjutkan untuk diperiksa oleh Kepala Bagian, jika tidak disetujui akan 

dikembalikan ke Bagian Penagihan untuk dilakukan perbaikan. 
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5. Kepala Badan memeriksa SP, jika disetujui akan diparaf dan dilanjutkan 

dengan perintah penerbitan Surat Tugas kepada Kepala Bidang Piutang, 

jika tidak disetujui akan dikembalikan ke Bagian Penagihan untuk 

dilakukan perbaikan. 

6. Kepala Bidang Piutang membuat Surat Tugas dan diberikan kepada 

Bagian Penagihan. 

7. Bagian Penagihan membuat Formulir Berita Acara Hasil Kunjungan dan 

melakukan tugasnya dengan turun langsung ke lapangan untuk 

menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada WP Hotel. 
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Sumber : Data diolah, 2022. 

 

Gambar 3. 1 Flowchart Pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Hotel 

Terhutang 
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B. Prosedur Penagihan Piutang Pajak Hotel Kepada Wajib Pajak 

 

1. WP Hotel menerima SP dan menandatangi Berita Acara Hasil 

Kunjungan. 

2. Bagian Penagihan mengisi laporan atas kunjungannya ke lapangan pada 

Berita Acara Hasil Kunjungan dan melaporkannya kepada Kepala 

Bidang Piutang. 

3. Kepala Bidang Piutang memverifikasi laporan atas hasil kunjungan 

Bagian Penagihan ke lapangan, dan diberikan kepada Kepala Badan 

untuk verifikasi lebih lanjut. 

4. Kepala Badan memverifikasi laporan atas hasil kunjungan Bagian 

Penagihan ke lapangan. 

5. Jika dalam jangka waktu 1 minggu atau 7 hari setelah penerbitan SP I, 

WP Hotel belum melunasi pajak yang tertunggak, maka akan diterbitkan 

SP II. Jika WP Hotel telah melunasi pajak tertunggaknya, maka proses 

selesai. 

6. Jika dalam jangka waktu 2 minggu setelah penerbitan SP I atau 7 hari 

setelah penerbitan SP II, WP Hotel belum melunasi pajak tertunggaknya, 

maka akan diterbitkan Surat Panggilan Menghadap. Jika WP Hotel telah 

melunasi pajak tertunggaknya, maka proses selesai. 

7. Proses Panggilan Menghadap akan dilakukan secara langsung 

menghadap kepada Kepala Bagian. Jika dalam jangka waktu 3 minggu 

setelah penerbitan SP I atau 7 hari setelah penerbitan Surat Panggilan 

Menghadap, WP Hotel belum melunasi pajak tertunggaknya, maka 
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akan dilakukan penutupan/penyegelan usaha. Jika WP Hotel telah 

melunasi pajak tertunggaknya, maka proses selesai. 

Sumber : Data diolah, 2022. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Penagihan Piutang Pajak Hotel 
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C. Prosedur Pembayaran Piutang Pajak Hotel oleh Wajib Pajak 

 

1. WP datang ke BPPD Kota Palembang dengan membawa Surat 

Pemberitahuan Pajak Hotel Terhutang dan persyaratan lainnya untuk 

proses pembayaran 

2. Bagi WP yang akan melunasi pajak terhutangnya bisa langsung ke Bank 

Persepsi (Bank SumSel) untuk membayar pajak terhutangnya. Bank 

Persepsi yaitu pihak ketiga yang ditunjuk untuk menerima pembayaran 

pajak hotel 

3. Bank Persepsi menerima SPPT dan SPPP beserta sejumlah uang sebagai 

pembayaran pajak terhutang WP Hotel yang kemudian menginput 

pembayaran pelunasan piutang pajak untuk dilaporkan kepada Bagian 

Penagihan dan Bagian Keuangan serta memberikan kuitansi pembayaran 

kepada WP Hotel. 

4. Bagian Penagihan memperbarui dan merekap data piutang pajak yang 

telah lunas dan dilaporkan kepada Kepada Bidang. 

5. WP Hotel menerima kuitansi pembayaran dan menyimpannya. 

 

6. Bagi WP yang ingin membayar pajak terhutangnya dengan cara mencicil 

/ angsuran, bisa datang ke Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah 

Bagian Penagihan. 

7. Bagian Penagihan membuat dan memberikan Surat Pengantar 

Pembayaran Piutang kepada WP. 
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8. WP membawa Surat Pengantar Pembayaran Piutang dan bisa membayar 

langsung ke Bank Persepsi dengan menerima kuitansi pembayaran dan 

menyimpannya. 

Sumber : Data diolah, 2022. 
 

Gambar 3.3 Flowchart Pembayaran Piutang Pajak Hotel 



34 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.8. Dokumen yang Terkait 

 

Berikut beberapa dokumen yang penulis dapatkan dari hasil 

dokumentasi terkait dengan prosedur penagihan piutang pajak hotel pada 

BPPD Kota Palembang. 

 
Sumber : BPPD Kota Palembang 

 

Gambar 3 4 Lembar Surat Pemberitahuan I 

 

Surat Pemberitahuan I (SP I) yang biasa disebut juga Surat Teguran I 

merupakan surat pemberitahuan pertama yang berfungsi sebagai 

penyampaian informasi kepada WP terkait pajak hotel yang masih 

menunggak. Surat ini dibuat menjadi 2 rangkap yaitu lembar asli diberikan 

kepada WP dan lembar copy disimpan oleh Bagian Penagihan. 
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Sumber : BPPD Kota Palembang 

 

Gambar 3.5 Lembar Surat Pemberitahuan II 

 

Surat Pemberitahuan II (SP II) yang biasa disebut juga Surat Teguran 

II merupakan surat pemberitahuan kedua yang diberikan kepada WP ketika 

surat pemberitahuan pertama tidak ditanggapi, berfungsi sebagai 

penyampaian informasi kepada WP terkait pajak hotel yang masih 

menunggak. Surat ini dibuat menjadi 2 rangkap yaitu lembar asli diberikan 

kepada WP dan lembar copy disimpan oleh Bagian Penagihan. 
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Sumber : BPPD Kota Palembang 

 

Gambar 3.6 Lembar Surat Panggilan Menghadap 

 

Surat Panggilan Menghadap merupakan surat yang disampaikan 

kepada WP ketika SP I dan SP II tidak ada tanggapan. Surat ini berisi 

penyampaian kepada WP untuk datang ke BPPD Kota Palembang untuk 

proses penyelesaian secara persuasif mengenai piutang pajak. Surat ini dibuat 

menjadi 2 rangkap yaitu lembar asli diberikan kepada WP dan lembar copy 

disimpan oleh Bagian Penagihan. 
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Sumber : BPPD Kota Palembang 

 

Gambar 3.7 Lembar Surat Perintah Tugas 

 

Surat perintah tugas adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang 

Pengelolaan Piutang Pajak Daerah yang ditujukan kepada Pegawai Bidang 

Pengelolaan Piutang Pajak Daerah. Surat ini berisi perintah untuk melakukan 

pengecekan lokasi dan penyampaian surat pemberitahuan maupun surat 

panggilan menghadap. Surat ini dibuat menjadi 2 rangkap yaitu masing-

masing lembar untuk Kepala Bidang Piutang Pajak Daerah dan Bagian 

Penagihan. 



38 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sumber : BPPD Kota Palembang 

 

Gambar 3.8 Lembar Surat Pengantar Pembayaran Piutang 

 

Surat pengantar pembayaran piutang adalah surat yang dikeluarkan 

oleh bagian penagihan dan digunakan untuk pembayaran piutang pajak yang 

dibayarkan dengan cara angsuran. 
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Sumber : BPPD Kota Palembang 

 

Gambar 3.9 Lembar Berita Acara Hasil Kunjungan 

 

Berita Acara Hasil Kunjungan adalah surat pernyataan dari sebuah 

acara atau peristiwa yang berfungsi sebagai bukti dari sebuah kejadian. Berita 

Acara ini digunakan oleh Bagian Penagihan untuk melaporkan peristiwa yang 

terjadi atas hasil kunjungannya ke Wajib Pajak Hotel. Surat ini dibuat 

menjadi 3 rangkap yang disimpan oleh masing-yaitu pada Bagian Penagihan, 

Kepala Bidang Piutang, dan Kepala Badan. 
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3.2. Kendala yang Dihadapi 

 

Adapun beberapa kendala yang terkait dengan Penagihan Piutang Pajak Hotel 

baik secara internal maupun eksternal serta kendala yang penulis alami selama 

menjalankan kegiatan PKL, diantaranya sebagai berikut: 

1. Jumlah Petugas Penagihan belum memadai. Petugas dengan jumlah yang 

sedikit atau kurang dalam bertanggung jawab terhadap penagihan piutang 

pajak hotel mengakibatkan pelaporan yang terkadang mengalami 

keterlambatan. 

2. Kesadaran WP terhadap pajak terhutangnya yang masih terbilang rendah. 

 

Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap piutang pajaknya dibuktikan 

dengan masih banyak WP yang belum membayar tunggakan pajaknya. 

3. Fasilitas khusus dalam melayani WP yang belum tersedia. Belum tersedianya 

fasilitas khusus seperti komputer dan printer yang digunakan untuk mencetak 

dokumen dalam melayani WP. 

 
 

3.3. Cara Mengatasi Kendala 

Perlu dilakukan beberapa hal dalam mengatasi kendala yang ada untuk 

membantu terlaksananya proses penagihan piutang pajak hotel dengan baik. 

Adapun cara mengatasinya adalah sebagai berikut: 

1. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang melakukan pembagian 

petugas penagihan piutang pajak hotel menjadi beberapa kelompok yang diberi 

tugas untuk bertanggung jawab pada beberapa kecamatan. 
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2. Petugas Penagihan ditugaskan untuk turun secara langsung ke lapangan untuk 

menagih pajak yang masih tertunggak dan memberikan sanksi administratif 

berupa denda. 

3. Pegawai Bidang Piutang membawa laptop milik sendiri dan mencetak 

dokumen secara bergantian dalam melayani wajib pajak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Simpulan 

 

Prosedur penagihan piutang pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang sudah berjalan dengan baik. Setiap sub bagian telah 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti prosedur yang sesuai 

dengan perusahaan dimulai dari prosedur pembuatan surat pemberitahuan pajak 

hotel terhutang kepada wajib pajak, prosedur penagihan piutang pajak hotel kepada 

wajib pajak, dan prosedur pembayaran piutang pajak hotel oleh wajib pajak. 

Meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya petugas penagihan, kesadaran 

WP yang terbilang rendah, serta fasilitas khusus dalam melayani WP yang belum 

tersedia. 

 
 

4.2. Saran 

 

Berdasarkan pengalaman penulis dalam melakukan Kegiatan PKL pada 

BPPD Kota Palembang, penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat 

mengatasi kendala yang dihadapi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya petugas penagihan 

agar tidak terjadinya keterlambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan 

pajak terhutang. 

2. Melakukan peningkatan akan kesadaran WP terhadap piutang pajaknya yaitu 

dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait sadar wajib pajak serta 
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memperbanyak informasi mengenai sadar membayar pajak pada poster, 

reklame, maupun official website. 

3. Menyediakan fasilitas khusus seperti komputer dan printer yang digunakan 

dalam mencetak dokumen ketika melayani WP. 
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